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5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya,

dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam penegakan hukum
penataan ruang pada kawasan rawan bencana Lembah Anai memiliki dasar
hukum yang sah dan tidak mengandung cacat wewenang. Kewenangan
tersebut bersifat atributif berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 juncto Pasal 12 ayat (1) huruf c
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, diperkuat Pasal 11 ayat (6)
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Pasal 19 ayat (1) hurufb Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011, serta Pasal 125 ayat (4) Peraturan
Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2025. Kesimpulan ini
dikuatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 53/G/LH/
2025/PTUN.Pdg tanggal 18 Juni 2026 yang menolak seluruh gugatan.
Namun ditinjau dari prinsip akuntabilitas, kepastian hukum, dan
perlindungan masyarakat, pelaksanaannya belum sepenuhnya terwujud,
karena dari delapan asas dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik
terdapat tiga asas yang tidak terpenuhi secara utuh, yaitu asas kepastian
hukum, asas kecermatan, dan asas pelayanan yang baik, yang ketiganya

bermuara pada keterlambatan.

2. Ditinjau dari perspektif Siyasah Dusturiyah, arah kebijakan Pemerintah
Provinsi Sumatera Barat telah sesuai dengan kaidah tasharruf al-imam
'ala al-ra'iyyah manuthun bi al-maslahah, karena penertiban ditujukan

pada kemaslahatan umum. Akan tetapi kewajiban hifz an-nafs belum
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tertunaikan pada saat paling dibutuhkan, karena bencana pada 27
November 2025 terjadi sebelum berakhirnya tenggat pembongkaran
mandiri selama lima bulan sejak 6 Agustus 2025, sehingga bangunan
yang telah dinyatakan melanggar masih berdiri secara sah menurut

tenggat yang diberikan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sendiri.

Dapat disimpulkan bahwa keabsahan tindakan menurut hukum positif
tidak dengan sendirinya berarti tertunaikannya kewajiban ulil amri menurut
Siyasah Dusturiyah, karena legitimasi kekuasaan dalam kerangka Siyasah
Dusturiyah diukur dari terwujudnya kemaslahatan dan terpeliharanya jiwa

rakyat, bukan semata dari terpenuhinya prosedur.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyampaikan beberapa

saran sebagai berikut.

Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, penertiban pelanggaran
pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana hendaknya diperlakukan
sebagai tindakan yang mendesak, mengingat risiko pada kawasan demikian
bersifat nyata dan tidak dapat ditunda. Batas waktu internal pada setiap
tahapan pengenaan sanksi administratif sebagaimana diatur Pasal 125 ayat
(7) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2025 perlu
ditetapkan dan ditaati, dengan berpedoman pada jangka waktu empat bulan
yang ditentukan Pasal 194 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
2021. Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang di sempadan sungai juga
perlu dilakukan secara berkala agar pelanggaran dapat ditindak sejak awal,
bukan setelah bangunan berdiri permanen. Dalam kerangka Siyasah
Dusturiyah, ketepatan waktu tersebut bukan semata tuntutan administratif,

melainkan bagian dari kewajiban hifz an-nafs yang melekat pada ulil amri,
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sehingga semakin besar risiko yang melekat pada suatu kawasan, semakin
pendek pula tenggang waktu yang dapat dibenarkan bagi pemerintah daerah

untuk menunda tindakan.

Kepada pembentuk peraturan daerah, ketentuan pengendalian
pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana sebaiknya dilengkapi
dengan batas waktu yang tegas pada setiap tahapan penegakan hukumnya.
Ketiadaan batas waktu yang eksplisit menyebabkan keterlambatan hanya
dapat dinilai melalui asas, padahal risiko pada kawasan rawan bencana

menuntut kepastian waktu yang terukur.

Kepada masyarakat dan organisasi masyarakat sipil, sarana pengaduan
sebagaimana dijamin Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
dan Pasal 125 ayat (6) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2
Tahun 2025 hendaknya terus digunakan, karena dalam perkara ini pengaduan
masyarakat terbukti menjadi sarana yang efektif untuk mendorong bekerjanya

fungsi pengawasan.

Kepada peneliti berikutnya, kajian lanjutan dapat dilakukan setelah
perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap, mengingat pada saat
penelitian ini disusun perkara masih berada pada tingkat banding di
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan. Kajian itu juga dapat diarahkan
pada perbandingan penanganan pelanggaran pemanfaatan ruang di kawasan
rawan bencana pada daerah lain, maupun pada efektivitas tindakan korektif

Ombudsman terhadap perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
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